KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN TIM KEPATUHAN INTERNAL PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLEBLOWING
SYSTEM ) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2026.

ABSTRAK

CATATAN

: bahwa dalam rangka mencegah dan melakukan deteksi dini atas pelanggaran yang mungkin
terjadi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe, melalui
peningkatan peran serta pegawai dan masyarakat secara aktif untuk menjadi pelaporan
pelanggaran (Whistleblowing System) ;

Dasar hukum keputusan KPU kabupaten Kepulauan Sangihe ini adalah :

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis 2024
—2029. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1188);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 915 tahun 2025 tentang Pedoman Teknis
Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Propinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 12 Tahun 2026 di Atur
Tentang : PENETAPAN TIM KEPATUHAN INTERNAL PENANGANAN PENGADUAN
(WHISTLEBLOWING SYSTEM ) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2026.

- Keputusan KPU Kabupaten Kepuluan Sangihe ini Berlaku
Sejak tanggal Ditetapkan

- Keputusan ini Ditetapkan Tanggal 13 Januari 2026

- Lampiran 1 halaman



